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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

a bahwa sehubungan telah dilaksanakannya seluruh tahapan

Pembicaraan Tingkat 1 dan dilanjutkan dengan Pembicaraan
Tingkat Il dalam rangkaian proses penctapan persetujuan
DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2020, yakm Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu
menetapkan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tersebut |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286),

. Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

APATAN DAN BELANJA DAERAH

\
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Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perund;(r)\lg‘;
undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 0%

nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6398);

¢ 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
perwakilan Rakyat Daerah (

Undang - Undang Nomo
Permusyarawatan Rakyat,

Perwakilan Daerah dan Dewan
Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53683
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 17  Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'fahun 2018 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6187);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201_4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Rl Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 201‘4
tentang Pemerintahan Daerah (I.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057):.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197),

Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negern nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680 ) sebagaimana
telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2018 Nomor 157 );

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten
Balangan;




11. Pera n abupaten
: turan D : K
ewan Perwakilan Rakyat Daerah pat

Bal

Pe:’:‘agkai?a:j gr:‘? r 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan
telah diubah d_\at Daerah Kabupaten Balangan, sgbagaumana
Daerah Kab engan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
P abupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
’embahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tatd
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Mem 1 :
Pesiiatican - Rapat Panpurna Penyampaian Penjelasan Bupati
Balangan atas Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan  APBD  Kabupaten Balangan Tahun

Anggaran 2019, Tanggal 29 Juni 2020 ;

Umum Fraksi-Fraksi
Pertanggungjawaban
Tahun

- Rapat Panpumna Pandangan
DPRD  Terhadap Raperda
Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan
Anggaran 2019, Tanggal 29 Juni 2020 :

- Rapat Panpurmna jawaban Pemerintah Daerah Terhadap

Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019, Tanggal

29 Juni 2020 :

- Rapat Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2019 antara Badan Anggaran DPRD dan
TAPD Pemerintah Kabupaten Balangan. Tanggal 6 Juli
2020 dan 13 Juli 2020 :

- Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  APBD
Tahun Anggaran 2019, pada Harn Senin Tanggal 20

Juli 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019 |

KESATU : Persetujuan ini diberikan untuk memenuhi persyaratan
penetapan rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan
Daerah, sekaligus menyepakati rumusan yang tercantum dalam
materi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hasil
kesepakatan rapat pembahasan rancangan peraturan daerah,
yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019
sebagai pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan

Tingkat II ; \




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Keplltl.lsan SR

Kabupaten g:l disampaikan kepada Pemerintah Daerah

kepada GUbemuz:n[Ean- untuk dilaksanakan Proses Evaluasi

Pusat dan selan alimantan Selatan selaku Wakil Pemerintah
€lanjutnya menyampaikan Hasil Evaluasi tersebut

kepad
pefat a DPRD Kabupaten Balangan sesuai dengan ketentuan
uran perundang-undangan;

SKega]a biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya
Cputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Balangan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal :20J uli 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

K ABUPATEN BALANGAN
_KETUA,

AUZAN, S. E.

WAKIL KETUA,

N

ot

H. UPI WANDI




